BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab sebelumnya mengenai
Peraturan Gubernur nomor 27 tahun 2016 tentang keringanan pembayaran
biaya Mutasi dan Pajak Kendaraan Bermotor Antar Kota dan Luar Kota
pada tahun 2016 di Provinsi Riau pembahasan penelitian ini untuk
mengetahui cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Mutasi
masuk yang telah banyak perubahan dengan sistem pelayanan yang lebih
singkat dan mudah. Jika di bandingkan antara teori dan praktik terdapat
perbedaan antara lain pembayaran pajak kendaraan bermotor jika di teori
harus membawa STNK asli dan Fotocopy, Fotocopy BPKB dan KTP asli
namun di praktek cukup membawa STNK asli dan KTP asli. Metode
penelitiannya adalah wawancara, dokumentasi dan analisis data dengan
menggunakan metode deskriptif dan sumber data.. Pelaksana oleh petugas
UPT Pekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan seksi
pelayanan bekerja secara profesional, efektif dan efisien sehingga proses
dapat berjalan cepat.

4.2 Saran

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada
dalam mekanisme Pengurangan Biaya Mutasi dan Pajak Kendaraan Bermotor

di UPT Pekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau :
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1. Untuk instansi UPT Pekanbaru Kota Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Riau berdasarkan hasil penelitian yang telah
dibahas diatas, haruslah mempertahankan kualitas kinerja
berkaitan dengan hal Mutasi Masuk Provinsi Riau dan Pajak
Kendaraan Bermotor, sehingga target penerimaan pajak yang
diembanq pihak UPT dapat mencapai target dan kedepannya
agar mensosialisasikan program wajib pajak ke pada

masyarakat agar target yang dinginkan tercapai.

2. Untuk Masyarakat untuk selalu taat membayar Pajak
Kendaraan Bermotor sehingga tidak ada keterlambatan
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sehingga Negara dapat
meningkatkan anggaran daerah dan juga saat ini prosesnya

lebih mudah dan waktunya lebih singkat.

3. Untuk Pembaca kiranya bisa mencari reverensi lain yang

berkaitan dengan penelitian ini.
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